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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

      NOMOR 860/VI/TAHUN 2025 

 

                   TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT TIM 

PENGENDALI MUTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan 
pengembangan di lingkungan Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 28 huruf (b), Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk 
Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu 
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 
Pengmebangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
Anggaran 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendali 
Mutu dan Sekretariat Tim Pengendali Mutu pada Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025; 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6123); 

6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 
Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah 
(Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 484); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan 
Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 435); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 319); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 
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(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2024 Nomor 9); 

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan 
atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2025 Nomor 6); 

    Memperhatikan:    Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Nomor 900/094/I/BKAD tentang Pengesahan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :  
KESATU  :  Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Sekretariat Tim 

Pengendali Mutu pada Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  :  Tim Pengendali Mutu pada Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri 
atas Tim Pengendali Mutu serta Sekretariat Tim Pengendali 
Mutu yang mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan 

yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan sehingga 
mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi yang aplikatif; 
dan 

b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan 
kelitbangan pada: 

1. Sidang I Tim Pengendali Mutu : menilai kesesuaian 
masalah, tujuan dan rancangan rekomondasi kebijakan, 
serta metode yang akan digunakan, termasuk instrument 
survey dan instrument analisis lainnya untuk 
menghasilkan rekomendasi kebijakan; 

2.  Sidang II Tim Pengendali Mutu: menilai kesesuaian hasil 
penelitian dari data lapangan dengan tujuan, metode, 
kesimpulan dan rekomendasi yang implementatif; dan 

3.  Seminar: dapat menghadiri seminar apabila secara 
substansi masih membutuhkan perbaikan untuk 
mendapatkan penyempurnaan tulisan sehingga layak 
dipublikasikan. 

KETIGA  : Sekretariat Tim Pengendali Mutu pada Bappelitbangda Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan 
administrasi dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan 
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini 
dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
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Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025. 
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 April 2025 dan 

memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 01 Juli 2025 
 

        GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 

 
    £ 
 
 
 
  ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 

  
Tembusan : 

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; 

2. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di; 

4. Masing-masing yang bersangkutan. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



5 
 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR    860/VI/TAHUN 2025 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN 

SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU PADA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI 

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025 

SUSUNAN TIM PENGENDALI MUTU DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI 
MUTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 
ANGGARAN 2025 

A. TIM PENGENDALI MUTU 
I. Pengarah : Gubernur Sulawesi Selatan 
II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan 
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 

III. Ketua : Kepala Bidang Penelitian Dan 
Pengembangan 

IV. Anggota  : 

NO TIM PENGENDALI MUTU JUDUL PENELITIAN 

1. a. Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., 

CA, CRA, CRP 

b. Dr. Agussalim  

c. dr. Arman Bausat,Sp.B.,Sp,OT(K) 

    Spine 

 

Penelitian/ Perekayasaan 

(Evaluasi Implementasi 

Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) 

Dalam Peningkatan Kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan) 

2. 
a. Prof. Dr. Ir. Elkawakib Syam’un,  

MP 

b. Prof. Dr. Ir. Zuryati Djafar, MT 

c. Dr. Ir. Abd. Haris Bahrun, M.Si. 

Penelitian/Perekayasaan 
(Pengembangan Model 
Sinergitas Pengelolaan 
Limbah Rumah Tangga 
Dengan Pertanian Perkotaan 
(Urban Farming) Mewujudkan 
Pertanian Berkelanjutan) 

3. a. Prof. Dr. Ing. Wahyu Haryadi 
Piarah, MSME 

b. Dr. Muhammad Syahid, ST., MT. 

c. Dr. Ir. Masyhur Syafiuddin, M.P 

Kajian Pompanisasi dan 
Sumur dalam untuk 
pertanian  

 
4. 

a. Prof. Dr. Eng. Ir Farouk Maricar,   
M.T.PU-SDA 

b. Prof. Dr. Ir. Supratman, S.Hut,. 
MP. 

c. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, 
M.Si 

Kajian Penanganan Banjir 
Mamminasata  
 

5.  a. Prof. Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si 

b. Prof. Muh Anshar, ST., M.Sc,. Ph.D 

Kajian Mitigasi Bencana  
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NO TIM PENGENDALI MUTU JUDUL PENELITIAN 
c. Prof. Dr. Ir. Adi Tonggiroh, MT 

 

B. SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU 

1. Rudi, S.IP, M.Si 

2. Muslimin Hamid, S.Pt., M.Si 

3. Dermayana Arsyal, S.Hut., M.P., Ph.D 

4. Fidaan Husein Azus, S.Hut., MT., MA 

5. Hj. Kurniati Hanafi, S.STP., M.Si 

6. Abdul Hafid, S.Psi., MM 

7. Indra Wahyudi Rahmat, S.STP., MM 

8. Masayu Yuliana Mappasanda 

9. Bayu Indra Kusuma.,S.Kom 

10. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si 

11. Wijhah Khaerani, SP., M.Si 

12. Irwan,S.Pi 

13. Rima, S.Pi., M.Si 

14. Camellia 

 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 
 
§ 
 
 
 

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 
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